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BAB II 

HASIL SURVEY 

 

2.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto 

Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok dan 

fungsi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah 

tangga daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

2.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Mojokerto 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Gambar 2.1 menjelaskan tentang struktur organisasi yang terdapat pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto. Kepala Dinas 

membawahi lima bagian, yaitu Sekretariat, Sub Bidang Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk,  Sub Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan Sub 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Kelompok jabatan fungsional sebagai sub 

bagian pembantu umum atasan.  

2.3 Deskripsi Pekerjaan 

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

terdiri dari beberapa sub, yaitu: 

a. Sekretariat: 

1. Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja 

dan transmigrasi meliputi urusan umum dan keuangan, kepegawaian dan 

penyusunan program dan pelaporan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program, informasi data 

dan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan. 

b) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana. 

c) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. 

d) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. 

e) Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan 

inventarisasi. 
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f) Pengkoordinasian semua rencana kegiatan untuk ditetapkan sebagai 

rumusan program. 

g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 

h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

b. Sub Bidang Pelatihan: 

1. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yang meliputi kerjasama uji ketrampilan dan sertifikasi, 

pelatihan ketenagakerjaan serta bina lembaga pelatihan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pelatihan  mempunyai fungsi: 

a) Pengidentifikasian kebutuhan latihan kerja. 

b) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja. 

c) Pelaksanaan pembinaan pemagangan dalam negeri dan luar negeri; 

d) Pelaksanaan pembinaan produktivitas tenaga kerja. 

e) Pemberian rekomendasi penerbitan ijin lembaga latihan kerja swasta dan 

lembaga latihan kerja perusahaan. 

f) Pelaksanaan pembinaan lembaga program pelatihan kerja swasta dan 

perusahaan. 

g) Pelaksanaan pembinaan lembaga program pelatihan kerja swasta dan 

perusahaan. 

h) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 

i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
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c. Sub Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk 

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

meliputi pengantar kerja, perluasan kesempatan kerja dan mobilitas 

penduduk. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang  Penempatan Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi: 

a) Pelaksanaan penyuluhan tenaga kerja dan bimbingan jabatan. 

b) Pelaksanaan antar kerja antar negara, antar daerah dan antar lokal. 

c) Pelaksanaan pembinaan bursa kerja. 

d) Pelaksanaan perluasan dan penciptaan kesempatan kerja. 

e) Penyusunan program dan kegiatan di bidang transmigrasi dan mobilitas 

penduduk. 

f) Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran. 

g) Pengurusan transito dan pengangkutan bagi calon transmigran. 

h) Pelaksanaan mobilitas penduduk. 

i) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 

j) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

d. Sub Bidang Hubungan Industrial   Dan Syarat Kerja 

1. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

meliputi persyaratan kerja dan pengupahan, kelembagaan hubungan 

industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
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2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi: 

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial 

maupun sarana prasarananya. 

b) Pelaksanaan pembinaan terhadap syarat-syarat kerja, pengupahan dan 

kesejahteraan pekerja. 

c) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. 

d) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 

e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

e. Sub Bidang Pengawasn Ketenagakerjaan 

1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pengawasan 

norma ketenagakerjaan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan 

pengawasan jaminan sosial tenaga kerja. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi: 

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja. 

c) Pelaksanaan pengawasan santunan jaminan sosial tenaga kerja. 

d) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran normatif 

ketenagakerjaan. 

e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 
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f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

2.4 Analisis Sistem yang sedang berjalan 

Berdasarkan hasil dari studi lapangan yang dilakukan pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto, dapat dibuat suatu analisis sistem 

yang dimuat dengan document flow untuk menggambarkan suatu proses yang 

sedang berjalan. Proses yang ada yaitu sebagai berikut: 

A. Document Flow Usulan Pegawai Baru 

Gambar 2.2 Document Flow Usulan Pegawai Baru 
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Gambar 2.2 menjelaskan Bagian Kepegawaian membuat surat pengajuan 

permintaan pegawai yang disetujui oleh Kasubag. Bagian Kepegawaian juga 

mengirimkan surat tersebut ke  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

B. Document Flow Pengajuan Cuti 

 

Gambar 2.3 Document Flow Pengajuan Cuti 

Gambar 2.3 menjelaskan Pegawai mengajukan Surat Pengajuan Cuti 

Kepada Bagian Kepegawaian kemudian Bagian Kepegawaian mengecek data cuti 

pegawai, apakah pegawai tersebut dapat mengambil cuti. Jika Cuti dapat diambil, 

maka Bagian Kepegawaian Membuatkan Surat Keterangan Cuti sekaligus 
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menandatangani surat tersebut. Surat Keterangan Cuti yang telah ditandatangani 

diberikan kepada Pegawai tersebut. 

C. Document Flow Penilaian Kinerja Pegawai 
 

 

Gambar 2.4 Document Flow Penilaian Kinerja Pegawai 

Gambar 2.4 menjelaskan proses Penilaian Kinerja Pegawai yang dimulai 

dari Bagian Kepegawaian memberikan Form Penilaian kepada Kasubag sebagai 

pejabat penilai yang akan mengisi form penilaian tersebut. Form penilaian yang 

telah diisi oleh Kasubag diserahkan kembali ke Bagian Kepegawaian, selanjutnya 
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Bagian Kepegawaian mengisi form DP3 (Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan) 

dan memberikan form DP3 kepada Pegawai untuk ditandatangani. Form DP3 

yang telah ditandatangani oleh pegawai, diserahkan kepada Kasubag dan Kepala 

Dinas sebagai atasan pejabat penilai. Form DP3 yang telah ditandatangani lengkap 

diberikan kepada Bagian Kepegawaian untuk diarsip. 

D. Document Flow Permohonan Kenaikan Pangkat 

 
 

Gambar 2.5 Document Flow Permohonan Kenaikan Pangkat 
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Gambar 2.5 menjelaskan proses permohonan kenaikan pangkat yang 

dimulai dari Pegawai mengajukan surat permohonan kenaikan pangkat dengan 

melampirkan persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat kepada Bagian 

Kepegawaian. Bagian kepegawaian mengecek kelengkapan berkas kenaikan 

pangkat tersebut. Jika berkas tersebut telah memenuhi syarat, maka Bagian 

Kepegawaian akan membuat surat pengantar dua rangkap untuk diserahkan ke 

Kepala Dinas. Berdasarkan surat pengantar tersebut Kepala Dinas mengecek 

apakah pegawai tersebut layak untuk naik pangkat. Jika layak untuk naik pangkat, 

maka Kepala Dinas melegalisasi surat pengantar kenaikan pangkat rangkap dua 

tersebut dan memberikannya kepada Bagian Kepegawaian. Surat pengantar 

tersebut juga dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). BKD meng-Acc 

surat kenaikan pangkat dan membuat surat keterangan kenaikan pangkat sebanyak 

tiga rangkap. Surat keterangan kenaikan pangkat rangkap satu diberikan kepada 

Pegawai, Surat keterangan kenaikan pangkat rangkap dua diberikan kepada 

Kepala Dinas, dan rangkap tiga diarsipkan oleh Bagian Kepegawaian. 

2.5 Dokumen Input Output 

Berdasarkan hasil dari studi lapangan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Mojokerto, terdapat dokumen input dan output yang 

diperlukan dalam menangani proses yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Mojokerto. 

Dokumen input output yang didapat salah satunya adalah sebagai berikut: 

A. Lembar Daftar Urut Kepangkatan  

Lembar Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dapat dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Lembar Daftar Urut Kepangkatan 

Gambar 2.6 Lembar Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri 

Sipil  merupakan salah  satu dokumen  input output  yang  terdapat pada Dinas  

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto.




